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IKHTISAR   EKSEKUTIF 

 

Dengan diterbitkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala 

LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, 

maka LKjIP ini disusun sebagai perwujudnya pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pengelolaan sumberdaya dan 

pelaksanaan program dan kegiatan dengan mengacu pada Renstra 

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023. Dalam rangka pencapaian 

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD 

adalah “Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan 

Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)”.  Unsur 

Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berkomitmen untuk maju 

dengan membangun desa dan menata Kota yang berartiuntuk 

mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju merata antara desa dan 

kota harus dibarengi dengan penumbuhan kreatifitas masyarakat, 

dalam pengertian ada keseimbangan dengan peningkatan kualitas 

hidup masyarakat. 

Untuk mencapai Visi diatas, maka Misi pembangunan jangka 

menengah dalam RPJMD yang sesuai dengan pelayanan Dinas Sosial 

PPPA adalah : Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu 

pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.  
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Dengan tujuan : meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM yang 

unggul dan sasaran : 

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

2. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta 

pemberdayaan perempuan. 

Untuk itu sejak tahun 2017 ditetapkan kebijakan pembinaan 

partisipasi sosial masyarakat, peningkatan kualitas hidup bagi 

PMKS/PPKS, peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati 

perempuan secara optimal, peningkatan kualitas SDM perempuan dan 

meningkatkan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dana 

anak. 

 Dalam pelaksanaan kebijakan ditetapkan program 

pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau Pemerlu Penanganan 

Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS), program pelayanan dan 

rehabilitasi kesejahteraan sosial. Untuk terwujudnya peningkatan 

perlindungan perempuan dan anak melalui program keserasian 

kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program 

penguatan kelembagaan, peran serta dan kesetaraan gender dalam 

pembangunan. 

LKjIP ini merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran 

dan tujuan Dinsos PPPA sebagai penjabaran visi, misi dan strategi 

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan 

yang telah ditetapkan. Dalam tahun 2019 terdapat sasaran untuk 

terwujudnya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial, 
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meningkatnya jumlah PSKS yang aktif  dan meningkatnya 

pemberdayaan responsif gender serta perlindungan terhadap 

perempuan dan anak. Secara garis besar kinerja organisasi dapat 

mencapai sasaran tersebut. 

Demikian Rencana Strategi dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat memacu 

peningkatan kinerja dan peluang-peluang menuju peningkatan 

perbaikan yang terus dilakukan dan masih terbuka. 
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BAB  I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Gambaran umum Organisasi 

 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor  08 

Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Nganjuk jo Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Berikut tugas pokok dan fungsi serta 

struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kabupaten Nganjuk  : 

    

1. TUGAS POKOK 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak mempunyai 

tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

2. F U N G S I 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten 

Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di Bidang Sosial 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;          

c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Sosial Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

e. Pelaksanaan fungsi  lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  
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1. STRUKTUR  ORGANISASI 

Struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan erlindungan 

Anak Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut  :  

Kepala Dinas   : 

1. Sekretariat terdiri dari 

1) Subbagian Program dan Evaluasi 

2) Subbagian Umum 

3) Subbagian Keuangan 

2. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari 

1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial 

2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 

3) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Lanjut Usia 

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari 

1) Seksi Pemberdayaan Sosial 

2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

3) Seksi Penanganan Fakir Miskin 

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Peran Aktif Masyarakat terdiri 

dari 

1) Seksi Pengarusutamaan Gender 

2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 

3) Seksi Peningkatan Kualitas Peran Perempuan 

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari 

1) Seksi Pengarusutamaan Hak Anak 

2) Seksi Fasilitasi Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan 

Anak 

3) Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Nganjuk No. 8 Tahun 2016 terdapat  jabatan 

struktural dan  jabatan fungsional pada Dinas Sosial, Pemberdayaan 
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Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk di tahun 2019, 

yakni : 

1. Eselon II =  2 orang 

2. Eselon III = 5 orang 

3. Eselon IV = 12  orang 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh aparatur sebanyak  25 

orang dengan perincian menurut golongan sebagai berikut : 
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Sumber : Subbag. Umum Dinsos PPPPA Kabupaten Nganjuk 

 

Sedangkan kondisi pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk menurut Tingkat Pendidikannya dapat 

dilihat sebagai berikut : 
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Sumber : Subbag. Umum Dinsos PPPPA Kabupaten Nganjuk 

B. Aspek Strategis 

Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 

dalam penyelenggaraan pelayanan dapat ditinjau dari beberapa aspek 

strategis, antara lain : 

1. Kelembagaan 

Pembentukan kelembagaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Dinsos PPPPA) Nganjuk mendasarkan pada 

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk Peraturan Bupati Nganjuk 

Nomor 41 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. 

2. Hasil Kerja 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA)  

Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan kegiatan antara lain : 

1) Melaksanakan pembinaan dan perlindungan dalam bidang sosial 

terhadap lansia, perempuan dan anak. 

2) Melaksanakan jaminan dan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan 

dan gelandangan. 
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3) Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam pengurusan Kartu 

Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

4) Memberikan rehabilitasi dan bantuan sosial kepada fakir miskin yang 

membutuhkan atau masyarakat yang mengalami bencana alam. 

5) Melaksanakan sosialisasi dan roadshow kepada masyarakat maupun 

lembaga pendidikan mengenai perlindungan perempuan dan anak. 

6) Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta dan 

pemberdayaan perempuan dan anak. 

7) Memberikan pendampingan, perlindungan dan dukungan kepada 

perempuan dan anak korban kekerasan. 

C. Permasalahan Utama 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Bidang Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu adanya 

penentuan isu-isu strategis sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan 

yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.  Isu-isu strategis Dinsos PPPA 

Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 yang harus ditangani secara 

berkesinambungan adalah : 

1. Masih tingginya angka Kemiskinan dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial atau Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial  

(PMKS/PPKS); 

2. Masih kurangnya penanganan anak jalanan (Anjal), anak terlantar, anak 

putus sekolah dan anak korban narkoba; 

3. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan; 

4. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarus Utamaan Gender (PUG) 

dan Perlindungan Anak (PA); 

5. Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

6. Lemahnya kelembagaan dan jaringan perlindungan anak; 

7. Tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian 

anak. 
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BAB  II 

 

PERENCANAAN KINERJA 
 

 

 

A. Perencanaan Program dan Kegiatan 

 

Pada hakekatnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 2018 - 2023 

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan 

sistematis untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan efektifitas,  

efisiensi, produktivitas serta derajat profesionalisme dalam penyelenggaraan 

tugas, fungsi dan kewajiban di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan 

anak.  

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dibidang 

sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diselaraskan 

dengan kebijakan dan program pembangunan daerah, Dinsos PPPPA 

Kabupaten Nganjuk menetapkan Rencana Strategis 2018 - 2023 sebagai 

dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian 

tujuan organisasi pada tahun 2018 - 2023. 

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan 

merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Nganjuk sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Nganjuk sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023. 

Visi Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 dari 

Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018 – 2023 dalam RPJMD adalah : 

“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat 

(Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)” 
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Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka 

menengah dalam RPJMD yang sesuai dengan pelayanan Dinas Sosial 

PPPA adalah Misi ke 3 yaitu: 

“Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan 

untuk menghasilkan SDM yang berkualitas” 

Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM yang unggul. 

Sasaran : 

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

2. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. 

Misi tersebut ditujukan untuk terselenggaranya pemerintahan dan 

pelayanan publik yang prima untuk mencapai kesejahteraan kehidupan 

masyarakat. Berdasarkan Misi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Nganjuk sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan sebagai salah satu 

OPD pelaksana urusan OTODA merupakan unsur pendukung tugas 

kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dapat 

memberikan pelayanan sosial secara tepat, efesien, efektif sesuai dengan 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berciri transparansi, partisipatif 

dan akuntabel. 

 

1. Analisa   S W O T 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka perlu adanya 

penentuan isu-isu strategis sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan 

sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. Sebagai bentuk pemantapan 

dalam menentukan isu-isu strategis digunakan analisis lingkungan strategis 

/ Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan 

hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut : 
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¶  Strength (Kekuatan) 

 1. Adanya undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang 

mengatur tentang masalah sosial,perempuan dan anak. 

 2. Adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar pembentukan, 

tugas dan fungsi organisasi serta Peraturan Daerah lainnya yang 

menunjang kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan 

dan anak. 

 3. Adanya sumberdaya aparatur, anggaran, sarana dan prasarana 

yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinsos 

PPPA. 

 4. Adanya komitmen pimpinan dalam pengelolaan masalah sosial, 

pemberdayaan perempuan dan anak. 

 

¶  Weakness (Kelemahan) 

 1. Masih tingginya angka Kemiskinan dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

 2. Masih kurangnya penanganan anak jalanan (Anjal), anak 

terlantar, anak putus sekolah dan anak korban narkoba. 

 3. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. 

 4. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarus Utamaan Gender 

(PUG) dan Perlindungan Anak (PA). 

   

¶  Opportunity (Peluang) 

 1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang 

dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan 

kesetaraan gender di daerah. 

 2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan 

lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan 

perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP. 

 3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan  
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kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah 

Indonesia dalam peningkatan PPPPA (meratifikasi Ratifikasi 

Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak 

(KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi 

Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-

2030).  

 4. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian 

terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat 

dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait 

perempuan dan anak. 

 5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan 

Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam 

peningkatan kualitas pemenuhan hak anak. 

 6. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat 

dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak. 

¶  Threats (Tantangan) 

 1. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai 

pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang 

dan tahapan pembangunan masih kurang. 

 2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara 

efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 

dalam pembangunan. 

 3. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan 

hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. 

 4. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit 

untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga. 

 5. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin 
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meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki 

smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak 

dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan. 

 6. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak 

menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-

kasus anak belum berjalan secara efektif. 

 7. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak 

harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan 

pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi 

tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak. 

 8. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang 

menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia 

usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

 

Berdasarkan analisis SWOT tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa isu-isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 

2023 adalah  : 

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan 

kemiskinan semakin meningkat 

2. Kebutuhan terhadap data kemiskinan yang terpadu, valid dan 

update semakin meningkat 

3. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan 

semakin meningkat  

4. Pengelolaan data kemiskinan semakin terintegrasi guna 

mendukung kebijakan pemberdayaan dan penanggulangan 

kemiskinan 

5. Pemahaman masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender 

serta pemenuhan hak anak semakin meningkat 

6. Kesempatan perempuan dalam partisipasi pemerintahan, politik 

dan pembangunan semakin meningkat 
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7. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan 

Kabupaten Layak Anak semakin meningkat 

8. Partisipasi masyarakat dalam penanganan isu pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak semakin meningkat 

 

2. Tujuan 

a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 

b. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak. 

 

3. Sasaran 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu satu 

tahun atau kurang, dalam rentang waktu masa RENSTRA (tahunan, 

semesteran, tribulanan, atau bulanan). 

Adapun penjabaran tujuan dalam bentuk sasaran-sasaran strategis 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kabupaten Nganjuk sebagai berikut : 

 

 Tujuan   Sasaran 

1.1 Meningkatnya 

kesejahteraan 

masyarakat 

 1.1.1 Meningkatnya kualitas dan 

jangkauan pelayanan 

sosial 

   1.1.2 Meningkatnya jumlah 

PSKS yang aktif 

2.1 Meningkatnya 

kesetaraan dan keadilan 

gender serta 

pemberdayaan 

perempuan 

danperlindungan anak  

 2.1.1 Meningkatnya 

pemberdayaan perempuan 

serta perlindungan 

terhadap perempuan dan 

anak 

  

Sehingga perencanaan strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dalam RENSTRA 
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Tahun 2018 - 2023 dapat disimpulkan mencakup 2 tujuan, 3 sasaran dan 2 

komponen misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Ketiga sasaran 

tersebut dilaksanakan dalam berbagai kegiatan urusan wajib maupun 

urusan pilihan.  

 

4. Strategi  Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran 

organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Strategi 

merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi 

merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya 

mewujudkan tujuan serta sasaran dengan memperhatikan ketersediaan 

sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. 

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, 

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan 

atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran 

dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi. 

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan 

yang sistematis dan terpadu untuk dapat mewujudkan hasil yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu 

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 2 (dua) tahun kedepan (2018 - 

2023), ditetapkan strategi berupa kebijakan dan program sebagai berikut : 

 

Kebijakan 

a. Pembinaan partisipasi sosial masyarakat; 

b. Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS dengan peningkatan 

pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial melalui peningkatan 

PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial); 
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c. Peningkatan peran serta ormas dan LSM pemerhati perempuan secara 

optimal dalam pengambilan kebijakan terkait dengan peranan 

perempuan; 

d. Peningkatan kualitas SDM perempuan sehingga menjadi insan yang 

mandiri; 

e. Meningkatkan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan 

anak. 

 

Program  

Dalam pencapaian tujuan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dan sebagai implementasi  : 

a. Untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas dan jangkauan 

pelayanan sosial dan penurunan jumlah PMKS melalui Program 

pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Program 

pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, Program pembinaan 

anak terlantar dan anak jalanan, Program Pembinaan Para Penyandang 

Cacat dan Trauma, Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti 

Jompo, dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan 

Sosial. 

b. Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan responsif 

gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui 

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan 

perempuan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan 

gender dan anak, dan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan 

gender dalam pembangunan, dan Program Peningkatan Peran Serta 

dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 
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B. Penetapan Kinerja Tahun 2019 

1. Sasaran Kinerja Tahun 2019 

Sasaran kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen 

yang mempresentasikan  tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang 

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun  tertentu dengan 

mempertimbangkan  sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus 

penetapan sasaran kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas 

sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi.  

Sasaran kinerja tahun 2019 sebagaimana Form Rencana Kinerja 

Tahun 2019. 

2. Standart Penilai Kinerja 

a. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil 

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

lainnya, Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dan 

Program pembinaan anak terlantar dan anak jalanan, Program 

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, Program Pembinaan 

Panti Asuhan dan Panti Jompo, dan Program Pemberdayaan 

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Program-program ini dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas dan jangkauan 

pelayanan sosial dengan indikator kerja persentase penyandang 

masalah kesejahteraan sosial menurun dan nilai SKM baik. 

b. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan 

perempuan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan 

gender dan anak, dan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan 

gender dalam pembangunan, dan dan Program Peningkatan Peran 

Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Program-program 

ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan meningkatnya kesetaraan 

gender dan pemenuhan hak anak dengan indikator kinerja Indeks 

Pemberdayaan Gender (IDG) dan persentase penyelesaian kasus 
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tindak kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak 

meningkat. 
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BAB  III 

 

AKUNTABILITAS  KINERJA 

 

 
Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, maka dalam prakteknya, pembuatan dokumen penetapan kinerja serta 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) harus benar-benar mangacu pada kaidah-kaidah yang 

terkandung dalam peraturan ini. Demikian pula dalam penetapan Indikator 

Kinerja Utama (IKU), haruslah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara (MENPAN) Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 

Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan  Indikator Kinerja Utama 

(IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga 

Adminstrasi Negara Nomor 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap 

Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) (Key 

Performance Indicator) pada LAKIP. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di 

Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang 

penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja  secara baik 

dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus 

memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna 

pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat 

dicapai, relevan, menggambarkan keberhasailan sesuatu yang diukur dan dapat 

dikuantifikasi dan diukur.  
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Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan 

Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 

perubahan terakhir menjadi Permendagri 21 Tahun 2011 menggunakan jenis 

indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai berikut  : 

1. Input 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat 

bahwa indikator input adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun 

sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. Input adalah 

segala hal yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome sedangkan 

indikator input dalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagimana input 

tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan outcome. Untuk 

menggambarkan kinerja dalam mengelola input tersebut, indikator kinerja input 

dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) 

kuantitas input, (2) kualitas input, dan (3) kehematan dalam menggunakan input. 

2. Proses 

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang 

dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses 

dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses / kegiatan, (2) ketaatan 

terhadap jadwal dan (3) ketaatan terhadap standar / ketentuan yang ditentukan 

dalam melaksanakan proses. 

3. Output 

Indikator output memberikan gambaran mengenai output dalam bentuk 

barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas / kegiatan. Sama halnya 

dengan indikator input, indikator output sebaiknya juga dibedakan dengan 

outputnya sendiri. Output adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas / 

kegiatan. Sedangkan indikator output adalah alat untuk menggambarkan bagimana 

organisasi mengelola input tersebut digunakan untuk menghasilkan output dan 

outcome. 

4. Outcome 

Indikator outcome memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau 

yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. 
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Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. 

Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang 

cukup lama. Dalam kondisi yang lain, hubungan sebab akibat antara output dan 

hasil tidak dikaitkan secara langsung. 

Indikator outcome dapat dikelompokkan menjadi indikator yang 

menggambarkan (1) peningkatan kuantitas setelah output / kegiatan selesai, (2) 

perbaikan proses setelah output / kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah 

output / kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah output / kegiatan selesai, 

(5) perubahan perilaku setelah output / kegiatan selesai, (6) peningkatan 

efektivitas setelah output / kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan 

setelah output / kegiatan selesai.   

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan 

menggunakan asumsi dan rumus sebagai berikut  : 

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin 

baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja 

semakin rendah maka digunakan sebagai berikut  : 

 

              

  Prosentase Pencapaian Rencana 

Tingkat Capaian 
= Realisasi X 

100% 
  

  
 

Rencana  

 

  

              

 

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin 

rendah, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja 

semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut  : 

 

                      

  Prosentase 

Pencapaian 

Rencana Tingkat 

Capaian 

= Realisasi - (Realisasi  - Rencana) X 

100% 

  

  

Rencana 
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Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja 

kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi 

pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran 

ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).  

A. Capaian  Kinerja 

Capaian sasaran urusan sosial dapat diketahui dengan terpenuhinya 

indikator sasaran sebagai berikut : 

 

Analisis terhadap pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan lebih lanjut 

sebagai berikut : 

1 Terwujudnya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial 

1.1 Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, maka dapat 

diukur dengan indikator nilai SKM baik. 

Pada tahun 2019 nilai SKM yang dicapai oleh Dinas Sosial PPPA 

adalah 78,67 masuk dalam kategori BAIK. Hal ini dicapai dengan 

memberikan kuisioner kepada masyarakat terkait pelayanan pembuatan 

pengantar KIS (Kartu Indonesia Sehat). Nilai ini dihitung dengan rumus 

: Total nilai persepsi per unsur/Total unsur yang terisi x Nilai 

penimbang atau nilai indeks x nilai dasar 

1.2 Indikator kedua adalah persentase jumlah PMKS/PPKS yang tertangani 

dapat dihitung dengan rumus : 

SASARAN 
INDIKATOR 

SASARAN 

KINERJA  

TARGET  REALISASI CAPAIAN  

1 Meningkatnya 
Kualitas  dan 
Jangkauan 
Pelayanan  Sosial 

1.1 Persentase jumlah 
PMKS/PPKS yang 
tertangani 

88% 93,09% 105,78% 

  1.2 Persentase jumlah 
PMKS/PPKS 
menurun 

5,17% 5,97% 
 

86,59% 

2 Meningkatnya 
jumlah PSKS yang 
aktif 

2.1 Persentase jumlah 
PSKS yang aktif 

45 % 73,75% 163,88% 

 Jumlah rata-rata capaian kinerja   118,75% 
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(Jumlah PMKS yang tertangani tahun n / Jumlah PMKS tahun n) x 

100% 

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase jumlah penyandang masalah 

kesejahteraan sosial yang tertangani adalah sebesar 93,09% (dari total 

jumlah PMKS/ PPKS yang tertangani sebesar 58.667 orang dari jumlah 

total jumlah PMKS/ PPKS 63.019 orang) sedangkan target yang 

ditetapkan dalam RENSTRA Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk adalah 

88% sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2019 yaitu sebesar 

105,78%. 

1.3 Indikator ketiga adalah persentase jumlah penyandang masalah 

kesejahteraan sosial bisa dihitung dengan rumus : 

(Jumlah PMKS tahun n / Jumlah penduduk tahun n) x 100% 

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase jumlah penyandang masalah 

kesejahteraan sosial adalah sebesar 5,97% (dari total jumlah PMKS 

63.019 orang dari total jumlah penduduk sebesar 1.054.611 orang) 

sedangkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinsos PPPA 

Kabupaten Nganjuk adalah 5,17% sehingga capaian indikator kinerja 

pada tahun 2019 yaitu sebesar 86,59%. Apabila kita bandingkan dengan 

capaian di tahun 2018 persentase PMKS 7,15% (74.937 orang 

penyandang PMKS dan jumlah penduduk 1.048.799 orang), maka 

terjadi penurunan persentase PMKS sebesar 1,18% yaitu dari 7,15% 

menjadi 5,97%. 

 

2. Meningkatnya jumlah PSKS yang aktif 

2.1  Indikator pertama adalah prosen jumlah PSKS yang aktif dapat dihitung 

dengan rumus : 

(Jumlah PSKS tidak aktif tahun n / Jumlah PSKS aktif tahun n) x 100% 

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase jumlah PSKS yang aktif adalah 

sebesar 73,75% (dari total jumlah PMKS 63.019 orang dari total jumlah 

penduduk sebesar 1.054.611 orang) sedangkan target yang ditetapkan 
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dalam RENSTRA Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk adalah 5,17% 

sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2019 yaitu sebesar 

86,59%.  

Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial dan 

terwujudnya penurunan jumlah PMKS/ PPKS, dialokasikan 

program/Kegiatan dengan anggaran  sebesar Rp 2.919.258.000 

terealisasi sebesar Rp. 2.476.494.850 atau 84,20%. 

Capaian sasaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

dapat diketahui dengan terpenuhinya indikator sasaran sebagai berikut : 

 

Analisis terhadap pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan lebih lanjut 

sebagai berikut : 

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap 

perempuan dan anak 

1.1 Indikator pertama persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan 

struktural meningkat dapat dihitung dengan rumus :  

(∑ ASN Perempuan yang menduduki jabatan struktural / ∑ Jabatan 

Struktural yang ada x 100% ) 

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase ASN perempuan yang 

menduduki jabatan struktural meningkat sebesar 33,68% (dari total 

SASARAN INDIKATOR SASARAN  
KINERJA  

TARGET  REALISASI 
CAPAIAN 

% 

1 Meningkatnya 
pemberdayaan 
perempuan serta 
perlindungan 
terhadap 
perempuan dan 
anak 

1.1 Persentase ASN 
perempuan yang 
menduduki jabatan 
struktural meningkat 
 

25 % 33,68 % 134,72 % 

 1.2 Persentase  kasus 
tindak kekerasan dan 
traficking terhadap 
perempuan dan anak 
yang difasilitasi 
penyelesaiannya 

100 % 100 % 100 % 

  1.3 Meningkatnya 
persentase Kecamatan 
layak Anak 

15 % 25 % 167 % 

 Jumlah rata-rata pencapaian kinerja   133,90% 
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jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural sebesar 286 

orang dari jumlah total jabatan struktural yang ada 849 orang) sedangkan 

target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinsos PPPA Kabupaten 

Nganjuk adalah 25% sehingga capaian indikator kinerja pada tahun 2019 

yaitu sebesar 134,72%. 

1.2 Indikator kedua persentase kasus tindak kekerasan dan traficking 

terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi penyelesaiannya dapat 

dihitung dengan rumus : 

(Jumlah kasus tindak kekerasan dan traficking yang difasilitasi / jumlah 

kasus tindak kekerasan dan traficking dilaporkan) 

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase kasus tindak kekerasan dan 

traficking yang difasilitasi sebesar 100% (dari total jumlah kasus tindak 

kekerasan dan traficking yang difasilitasi sebesar 85 orang dari jumlah 

total kasus tindak kekerasan dan traficking dilaporkan 85 orang) 

sedangkan target yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinsos PPPA 

Kabupaten Nganjuk adalah 100% sehingga capaian indikator kinerja 

pada tahun 2019 yaitu sebesar 100%. 

1.3 Indikator ketiga meningkatnya persentase Kecamatan Layak Anak dapat 

dihitung dengan rumus : 

(Jumlah Kecamatan yang Layak Anak / Jumlah Kecamatan se Kabupaten 

Nganjuk x 100%) 

Pada tahun 2019 ini realisasi persentase Kecamatan Layak Anak sebesar 

25% (dari total jumlah Kecamatan yang sudah Layak Anak sebanyak 5 

Kecamtan dari jumlah total Kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk 

sebanyak 20 Kecamatan) sedangkan target yang ditetapkan dalam 

RENSTRA Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk adalah 15% sehingga 

capaian indikator kinerja pada tahun 2019 yaitu sebesar 167%. 

Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap 

perempuan dan anak tahun 2019 dialokasikan pada program dan kegiatan 

dengan anggaran sebesar Rp 1.342.604.000,- terealisasi Rp 

1.138.539.650,- atau sebesar 84,76%. 
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Sebagai data pendukung adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini : 

No Penyelesaian   Kasus  

1 Jumlah Kasus 85 

2 Jumlah Kasus yang diselesaikan 85 

3 Jumlah kasus belum selesai/dalam proses 0 

4 % capaian kinerja 100% 

 

Upaya pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2019 dilaksanakan oleh 

Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk dengan program-program dan realisasi 

anggaran sebagai berikut  : 

 

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Tahun 2019 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk 

Kode  Rekening Nama  Kegiatan 
Pagu  Anggaran 

(Rp) 
Realisasi (Rp) 

Sisa Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

% 

1 2 3 4 5 6 

 
Belanja Tidak Langsung 

    

 
Belanja Langsung 

    

1.06 . 1.06.01.01 . 01 
Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
643.433.000,00 586.139.142,00 57.293.858,00 91,10 

1.06 . 1.06.01.01 . 01.01 
Penyediaan jasa surat 
menyurat 

1.750.000,00 1.615.400,00 134.600,00 92,31 

1.06 . 1.06.01.01 . 01.02 
Penyediaan jasa 
komunikasi, sumberdaya 
air, dan listrik 

124.850.000,00 94.382.146,00 30.467.854,00 75,60 

1.06 . 1.06.01.01 . 01.08 
Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

60.000.000,00 59.811.000,00 189.000,00 99,69 

1.06 . 1.06.01.01 . 01.10 
Penyediaan alat tulis 
kantor 

47.183.500,00 46.610.500,00 573.000,00 98,79 

1.06 . 1.06.01.01 . 01.11 
Penyediaan barang 
cetakan dan penggandaan 

20.000.000,00 18.757.360,00 1.242.640,00 93,79 

1.06 . 1.06.01.01 . 01.12 

Penyediaan komponen 
instalasi listrik / 
penerangan bangunan 
kantor 

14.892.500,00 13.275.850,00 1.616.650,00 89,14 

1.06 . 1.06.01.01 . 01.15 

Penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang - 
undangan 

7.500.000,00 4.680.000,00 2.820.000,00 62,40 

1.06 . 1.06.01.01 . 01.17 
Penyediaan makanan dan 
minuman 

69.092.000,00 59.619.475,00 9.472.525,00 86,29 

1.06 . 1.06.01.01 . 01.18 
Rapat-rapat koordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 

250.065.000,00 249.882.411,00 182.589,00 99,93 

1.06 . 1.06.01.01 . 01.20 
Monitoring, evaluasi dan 
pelaporan 

48.100.000,00 37.505.000,00 10.595.000,00 77,97 

1.06 . 1.06.01.01 . 02 
Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
820.484.600,00 781.437.562,00 39.047.038,00 95,24 
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1.06 . 1.06.01.01 . 02.07 
Pengadaan perlengkapan 
gedung kantor 

55.634.600,00 54.410.000,00 1.224.600,00 97,80 

1.06 . 1.06.01.01 . 02.09 
Pengadaan peralatan 
gedung kantor 

55.000.000,00 54.468.000,00 532.000,00 99,03 

1.06 . 1.06.01.01 . 02.10 Pengadaan mebeleur 41.500.000,00 40.880.000,00 620.000,00 98,51 

1.06 . 1.06.01.01 . 02.22 
Pemeliharaan rutin/berkala 
gedung kantor 

120.000.000,00 115.470.500,00 4.529.500,00 96,23 

1.06 . 1.06.01.01 . 02.24 
Pemeliharaan rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional 

213.650.000,00 188.402.662,00 25.247.338,00 88,18 

1.06 . 1.06.01.01 . 02.26 
Pemeliharaan rutin/berkala 
perlengkapan gedung 
kantor 

9.700.000,00 8.500.000,00 1.200.000,00 87,63 

1.06 . 1.06.01.01 . 02.28 
Pemeliharaan rutin/berkala 
peralatan gedung kantor 

17.500.000,00 15.746.400,00 1.753.600,00 89,98 

1.06 . 1.06.01.01 . 02.29 
Pemeliharaan rutin/berkala 
mebeleur 

12.500.000,00 11.190.000,00 1.310.000,00 89,52 

1.06 . 1.06.01.01 . 02.42 
Rehabilitasi sedang/berat 
gedung kantor 

295.000.000,00 292.370.000,00 2.630.000,00 99,11 

1.06 . 1.06.01.01 . 03 
Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
8.800.000,00 8.200.000,00 600.000,00 93,18 

1.06 . 1.06.01.01 . 03.08 
Penyediaan biaya 
instruktur senam PNS 

8.800.000,00 8.200.000,00 600.000,00 93,18 

1.06 . 1.06.01.01 . 06 

Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

15.000.000,00 14.557.000,00 443.000,00 97,05 

1.06 . 1.06.01.01 . 06.01 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

10.000.000,00 9.887.000,00 113.000,00 98,87 

1.06 . 1.06.01.01 . 06.02 
Penyusunan pelaporan 
keuangan semesteran 

2.500.000,00 2.286.000,00 214.000,00 91,44 

1.06 . 1.06.01.01 . 06.04 
Penyusunan pelaporan 
keuangan akhir tahun 

2.500.000,00 2.384.000,00 116.000,00 95,36 

1.06 . 1.06.01.01 . 15 

Program Pelayanan dan 

Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial 

1.882.098.000,00 1.529.861.200,00 352.236.800,00 81,28 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.22 
Biaya operasional bantuan 
sosial bagi lansia miskin 

140.000.000,00 124.912.000,00 15.088.000,00 89,22 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.23 
Pendampingan program 
keluarga harapan (PKH) 

247.400.000,00 231.165.000,00 16.235.000,00 93,44 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.29 
Evaluasi pengentasan 
kemiskinan di Kabupaten 
Nganjuk 

52.700.000,00 40.950.000,00 11.750.000,00 77,70 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.31 
Penanganan eks psikotik 
dan penderita gangguan 

jiwa 

65.000.000,00 60.458.400,00 4.541.600,00 93,01 
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1.06 . 1.06.01.01 . 15.32 

Pelayanan psikososial bagi 
PMKS di Trauma Centre 
termasuk bagi korban 
bencana 

155.070.000,00 120.695.800,00 34.374.200,00 77,83 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.33 
BOP Tim Reaksi Cepat 
Perlindungan Sosial 
(TRC) 

100.000.000,00 72.432.200,00 27.567.800,00 72,43 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.34 

BOP Tim koordinasi 
fasilitasi, verifikasi, dan 
evaluasi Basis Data 
Terpadu (BDT) 

366.950.000,00 214.098.500,00 152.851.500,00 58,35 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.90 
BOP Bantuan khsusus 
siswa miskin SMA/ SMK/ 
MA/ MAK 

21.750.000,00 19.685.000,00 2.065.000,00 90,51 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.07 

Peningkatan kualitas 
pelayanan saran dan 
prasarana rehabilitasi 
kesejahteraan sosial bagi 
keluarga PMKS 

409.328.000,00 347.706.500,00 61.621.500,00 84,95 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.13 
Fasilitasi dan Pembinaan 
Lansia 

65.000.000,00 48.360.800,00 16.639.200,00 74,40 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.16 
Penanganan masalah 
sosial korban bencana 

258.900.000,00 249.397.000,00 9.503.000,00 96,33 

1.06 . 1.06.01.01 . 16 

Program Pembinaan 

Anak Terlantar dan 

Anjal 

84.000.000,00 77.472.100,00 6.527.900,00 92,23 

1.06 . 1.06.01.01 . 16.02 
Pelatihan Ketrampilan dan 
praktek belajar bagi anak 
terlantar 

42.000.000,00 40.158.900,00 1.841.100,00 95,62 

1.06 . 1.06.01.01 . 16.08 
Pelatihan ketrampilan bagi 
anak jalanan 

42.000.000,00 37.313.200,00 4.686.800,00 88,84 

1.06 . 1.06.01.01 . 17 

Program Pembinaan 

Para Penyandang cacat 

dan trauma 

42.000.000,00 32.055.500,00 9.944.500,00 76,32 

1.06 . 1.06.01.01 . 17.03 
Pendidikan dan pelatihan 
bagi penyandang cacat dan 
Eks trauma 

42.000.000,00 32.055.500,00 9.944.500,00 76,32 

1.06 . 1.06.01.01 . 19 

Program Pembinaan 

Panti Asuhan dan Panti 

Jompo 

85.000.000,00 66.189.750,00 18.810.250,00 92,23 

1.06 . 1.06.01.01 . 19.08 
Pembinaan dan fasilitasi 
orang dengan 
berkebutuhan khusus 

35.000.000,00 28.638.000,00 6.362.000,00 81,82 

1.06 . 1.06.01.01 . 19.09 
Bimtek Pengelolaan 
Lembaga Kesejahteraan 
Sosial Anak (LKSA) 

25.000.000,00 20.478.450,00 4.521.550,00 81,91 

1.06 . 1.06.01.01 . 19.10 

Bimtek Pengasuhan Anak 
Sesuai dengan Standart 

Nasional Pengasuhan 
Anak (SNPA) 

25.000.000,00 17.073.300,00 7.926.700,00 68,29 

1.06 . 1.06.01.01 . 20 

Program Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial 

826.160.000,00 770.916.300,00 55.243.700,00 93,31 

1.06 . 1.06.01.01 . 20.02 

Peningkatan jejaring kerja 

sama pelaku usaha 
kesejahteraan sosial 
masyarakat 

75.800.000,00 48.429.000,00 27.371.000,00 63,89 
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1.06 . 1.06.01.01 . 20.03 

Peningkatan kualitas SDM 

kesejahteraan sosial 
masyarakat 

250.560.000,00 250.340.000,00 220.000,00 99,91 

1.06 . 1.06.01.01 . 20.05 
Pelestarian nilai-nilai 
keperintisan,kepahlawanan 
dan kejuangan 

304.000.000,00 300.407.300,00 3.592.700,00 98,82 

1.06 . 1.06.01.01 . 20.14 
Peningkatan kualitas 
kelmebagaan 
kesejahteraan sosial 

43.000.000,00 36.640.000,00 6.360.000,00 85,21 

1.06 . 1.06.01.01 . 20.64 
BOP Tim Koordinasi 
Bnatuan Pangan Non 
Tunai (BPNT) 

152.800.000,00 135.100.000,00 17.700.000,00 88,42 

1.06 . 1.06.01.01 . 15 

Program Keserasian 

Kebijakan Peningkatan 

Kualitas Anak dan 

Perempuan 

185.000.000,00 147.284.500,00 37.715.500,00 79,61 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.05 
Roadshow perlindungan 
perempuan dan anak di 
lembaga pendidikan 

95.000.000,00 86.759.000,00 8.241.000,00 91,33 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.10 

Sosialisasi program 

pengembangan kabupaten 
layak anak bagi 
masyarakat 

40.000.000,00 33.446.500,00 6.553.500,00 83,62 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.11 
Monitoring dan evaluasi 
sekolah ramah anak dan 

puskesmas ramah anak 

25.000.000,00 6.270.000,00 18.730.000,00 25,08 

1.06 . 1.06.01.01 . 15.12 
Fasilitasi tumbuh kembang 
anak 

25.000.000,00 20.809.000,00 4.191.000,00 83,24 

1.06 . 1.06.01.01 . 16 

Program Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender 

207.604.000,00 188.950.650,00 18.653.350,00 91,01 

1.06 . 1.06.01.01 . 16.10 
Pembinaan perlindungan 
anak dan kongres anak 

126.604.000,00 114.100.200,00 12503800 90,12 

1.06 . 1.06.01.01 . 16.11 

Koordinasi dan Fasilitasi 
penyelenggaraan 
pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak 

40.000.000,00 38.620.200,00 1379800 96,55 

1.06 . 1.06.01.01 . 16.12 
Komunikasi informais dan 
edukasi perlindungan 
perempuan dan anak 

41.000.000,00 36.230.250,00 4769750 88,37 

1.06 . 1.06.01.01 . 17 

Program Peningkatan 

Kualitas Hidup dan 

Perlindungan 

Perempuan 

435.000.000,00 352.985.600,00 82.014.400,00 81,15 

1.06 . 1.06.01.01 . 17.05 
Sosialisasi dan advokasi 
kebijakan perlindungan 
tenaga kerja perempuan 

25.000.000,00 24.054.100,00 945.900,00 96,22 

1.06 . 1.06.01.01 . 17.08 

Fasilitasi perempuan 
korban KDRT dan 
perlindungan anak di 
Kabupaten Nganjuk 

275.000.000,00 219.788.900,00 55.211.100,00 79,92 

1.06 . 1.06.01.01 . 17.11 

Peningkatan peranan 
wanita menuju keluarga 
sehat dna sejahtera 

(P2WKSS) 

70.000.000,00 65.577.600,00 4.422.400,00 93,68 



 

 

LkjIP Dinsospppa Kab Nganjuk 32 

1.06 . 1.06.01.01 . 17.13 
Pelatihan KHA bagi 
pendamping dan konseling 
korban KTPA 

50.000.000,00 40.051.000,00 9.949.000,00 80,10 

1.06 . 1.06.01.01 . 17.14 

Optimalisasi pelayanan 
terpadu perlindungan 
perempuan dan anak bagi 
petugas P2TP2A 

15.000.000,00 3.514.000,00 11.486.000,00 23,43 

1.06 . 1.06.01.01 . 18 

Program Peningkatan 

Peran Serta dan 

Kesetaraan Gender 

dalam Pembangunan 

515.000.000,00 449.318.900,00 65.681.100,00 87,25 

1.06 . 1.06.01.01 . 18.01 
Kegiatan pembinaan 
organisasi perempuan 

120.000.000,00 96.508.000,00 23.492.000,00 80,42 

1.06 . 1.06.01.01 . 18.07 
Workshop peningkatan 
peran perempuan dalam 
pengambilan keputusan 

80.000.000,00 76.184.000,00 3.816.000,00 95,23 

1.06 . 1.06.01.01 . 18.13 
Pelatihan usaha ekonomi 
produktif bagi perempuan 

20.000.000,00 13.853.400,00 6.146.600,00 69,27 

1.06 . 1.06.01.01 . 18.14 
Peningkatan kesetaraan 
dan keadilan gender dan 
perlindungan anak 

230.000.000,00 212.169.900,00 17.830.100,00 92,25 

1.06 . 1.06.01.01 . 18.15 

Sosialisasi kesetaraan dan 
keadilan gender bagi 
pengurus pondok 
pesantren 

25.000.000,00 16.893.100,00 8.106.900,00 67,57 

1.06 . 1.06.01.01 . 18.16 
Kegiatan TOT 
pengarusutamaan gender 

20.000.000,00 17.658.000,00 2.342.000,00 88,29 

1.06 . 1.06.01.01 . 18.18 
Sosialisasi peningkatan 
kemandirian remaja dan 
industri kreatif 

20.000.000,00 16.052.500,00 3.947.500,00 80,26 

 

Tabel diatas menunjukkan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk pada 

tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 5.749.579.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 

5.005.368.204,- dengan sisa sebesar Rp. 744.211.396,- atau 87,06%. Sisa tersebut 

dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebelum ada perubahan di 

PAK dan pengesahan PAK mendekati akhir tahun anggaran sehingga ada kegiatan 

yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. 

 

B. Permasalahan dan Solusi 

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan urusan 

sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah 

sebagai berikut  :  
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Permasalahan Urusan Sosial 

a. Masih belum tercapainya target penurunan PMKS/PPKS sesuai target. 

b. Pemberian bantuan kepada PMKS/ PPKS masih seputar bantuan untuk 

kebutuhan dasar ataupun rehabilitasi, hal ini belum bisa menyentuh substansi 

dari pengentasan permasalahan/kemiskinan hingga tuntas. 

c. Masih tingginya persentase Karang Taruna yang tidak aktif 

Permasalahan Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 

a. Masih ada ketimpangan gender di segala bidang baik dalam masyarakat 

maupun dalam pembangunan. 

b. Masih adanya angka kriminalitas karena faktor sosial ekonomi yang 

berpengaruh pada tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

c. Adanya pengaruh buruk  media sosial  dan internet  pada masyarakat 

khususnya pada anak. 

d. Ruang partisipasi anak belum optimal 

e. Rumah singgah/Shelter bagi korban KTPA kurang memadai 

f. Belum semua lembaga pendidikan menerapkan Sekolah Ramah Anak (SRA) 

g. Belum semua Puskesmas menerapkan Pelayanan Ramah Anak (PRAP). 

h. Belum semua Kecamatan merupakan Kecamatan Layak Anak. 

 

 Sedangkan Upaya Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut adalah  :  

Solusi Urusan Sosial  

a. Perlu melakukan pendataan PMKS/PPKS untuk memperoleh data 

PMKS/PPKS yang valid 

b. Melakukan kerjasama dengan dinas/instansi lain dengan memeratakan Potensi 

dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama di daerah kantong PMKS/ 

PPKS. 

c. Bersinergi dengan dinas/instansi lain yang mempunyai kepedulian yang sama 

semisal memaksimalkan program CSR dari badan usaha yang ada di wilayah 

Kabupaten Nganjuk, sehingga persoalan terkait pendanaan bisa teratasi. Dengan 
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dana yang mencukupi tentunya kegiatan penanganan PMKS/ PPKS dapat 

berdampak luas.  

d. Perlu dilakukan monitoring dan pendataan yang lebih rinci terhadap efektivitas 

program/kegiatan yang dilakukan untuk penanganan PMKS/ PPKS untuk dicari 

kendala dan masalahnya sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan yang akan 

datang. 

e. Pemberian bantuan diharapkan dapat berupa sebuah bantuan kontinuitas untuk 

PMKS/ PPKS yang tidak mempunyai potensi. Sedangkan yang mempunyai 

potensi bisa berupa pemberian keterampilan, bimbingan dan modal untuk usaha, 

ataupun pembukaan lapangan kerja yang bisa menyerap lebih banyak tenaga 

kerja. 

f. Pemberian bantuan yang tepat guna sesuai kebutuhan masing-masing orang 

sehingga benar-benar bisa mengentaskan permasalahan PMKS/ PPKS dan 

mengurangi jumlahnya. 

g. Mengadakan pembinaan kepada Karang Taruna 

 

Solusi Urusan Pemberdayaan dan Perlindunga Perempuan  

a. Melibatkan perempuan dalam segala bidang kehidupan mulai dari 

perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan. 

b. Melakukan penguatan lembaga keluarga pada masyarakat melalui upaya 

peningkatan pendapatan keluarga. 

c. Melakukan sosialisasi penguatan karakter bangsa pada lingkungan pendidikan 

dan keluarga serta peningkatan peran forum anak dalam berbagai kegiatan di 

masyarakat dan pembangunan. 

d. Membentuk Forum anak di Tingkat Desa maupun Kecamatan. 

e. Merenovasi Rumah singgah atau Shelter yang sudah ada. 

f. Menginstruksikan kepada semua lembaga pendidikan untuk mempunyai 

komitmen SRA (Sekolah Ramah Anak). 

g. Menginstruksikan kepada semua lembaga puskesmas untuk menerapkan 

Pelayanan Ramah Anak. 
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h. Pemberian pengertian dan pendidikan kepada masyarakat agar sadar tentang 

permasalahan sosial, penanganan terhadap anak yang baik, pembinaan 

keluarga yang baik, kesetaraan gender, dan sebagainya. 

C. Akuntabilitas  Keuangan  

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian 

sasaran yang telah ditetapkan tahun 2019 sebagai berikut  : 

 

No.  Nama  Kegiatan 

Pagu  

Anggaran 

(Rp) 

Realisasi (Rp) 

Sisa Pagu 

Anggaran 

(Rp) 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.750.000,00 1.615.400,00 134.600,00 92,31 

2 
Penyediaan jasa komunikasi, 
sumberdaya air, dan listrik 

124.850.000,00 94.382.146,00 30.467.854,00 75,60 

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 60.000.000,00 59.811.000,00 189.000,00 99,69 

4 Penyediaan alat tulis kantor 47.183.500,00 46.610.500,00 573.000,00 98,79 

5 
Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan 

20.000.000,00 18.757.360,00 1.242.640,00 93,79 

6 
Penyediaan komponen instalasi listrik / 
penerangan bangunan kantor 

14.892.500,00 13.275.850,00 1.616.650,00 89,14 

7 
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 
perundang - undangan 

7.500.000,00 4.680.000,00 2.820.000,00 62,40 

8 Penyediaan makanan dan minuman 69.092.000,00 59.619.475,00 9.472.525,00 86,29 

9 
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 
luar daerah 

250.065.000,00 249.882.411,00 182.589,00 99,93 

10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 48.100.000,00 37.505.000,00 10.595.000,00 77,97 

11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 55.634.600,00 54.410.000,00 1.224.600,00 97,80 

12 Pengadaan peralatan gedung kantor 55.000.000,00 54.468.000,00 532.000,00 99,03 

13 Pengadaan mebeleur 41.500.000,00 40.880.000,00 620.000,00 98,51 

14 
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 

kantor 
120.000.000,00 115.470.500,00 4.529.500,00 96,23 

15 
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional 

213.650.000,00 188.402.662,00 25.247.338,00 88,18 

16 
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan 
gedung kantor 

9.700.000,00 8.500.000,00 1.200.000,00 87,63 

17 
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 
gedung kantor 

17.500.000,00 15.746.400,00 1.753.600,00 89,98 

18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12.500.000,00 11.190.000,00 1.310.000,00 89,52 

19 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 295.000.000,00 292.370.000,00 2.630.000,00 99,11 
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20 Penyediaan biaya instruktur senam PNS 8.800.000,00 8.200.000,00 600.000,00 93,18 

21 
Penyusunan laporan capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

10.000.000,00 9.887.000,00 113.000,00 98,87 

22 
Penyusunan pelaporan keuangan 
semesteran 

2.500.000,00 2.286.000,00 214.000,00 91,44 

23 
Penyusunan pelaporan keuangan akhir 
tahun 

2.500.000,00 2.384.000,00 116.000,00 95,36 

24 
Biaya operasional bantuan sosial bagi 
lansia miskin 

140.000.000,00 124.912.000,00 15.088.000,00 89,22 

25 
Pendampingan program keluarga 
harapan (PKH) 

247.400.000,00 231.165.000,00 16.235.000,00 93,44 

26 
Evaluasi pengentasan kemiskinan di 
Kabupaten Nganjuk 

52.700.000,00 40.950.000,00 11.750.000,00 77,70 

27 
Penanganan eks psikotik dan penderita 

gangguan jiwa 
65.000.000,00 60.458.400,00 4.541.600,00 93,01 

28 

Pelayanan psikososial bagi PMKS di 

Trauma Centre termasuk bagi korban 
bencana 

155.070.000,00 120.695.800,00 34.374.200,00 77,83 

29 
BOP Tim Reaksi Cepat Perlindungan 
Sosial (TRC) 

100.000.000,00 72.432.200,00 27.567.800,00 72,43 

30 
BOP Tim koordinasi fasilitasi, verifikasi, 
dan evaluasi Basis Data Terpadu (BDT) 

366.950.000,00 214.098.500,00 152.851.500,00 58,35 

31 
BOP Bantuan khsusus siswa miskin 

SMA/ SMK/ MA/ MAK 
21.750.000,00 19.685.000,00 2.065.000,00 90,51 

32 
Peningkatan kualitas pelayanan saran 
dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan 
sosial bagi keluarga PMKS 

409.328.000,00 347.706.500,00 61.621.500,00 84,95 

33 Fasilitasi dan Pembinaan Lansia 65.000.000,00 48.360.800,00 16.639.200,00 74,40 

34 
Penanganan masalah sosial korban 
bencana 

258.900.000,00 249.397.000,00 9.503.000,00 96,33 

35 
Pelatihan Ketrampilan dan praktek 
belajar bagi anak terlantar 

42.000.000,00 40.158.900,00 1.841.100,00 95,62 

36 Pelatihan ketrampilan bagi anak jalanan 42.000.000,00 37.313.200,00 4.686.800,00 88,84 

37 
Pendidikan dan pelatihan bagi 
penyandang cacat dan Eks trauma 

42.000.000,00 32.055.500,00 9.944.500,00 76,32 

38 
Pembinaan dan fasilitasi orang dengan 
berkebutuhan khusus 

35.000.000,00 28.638.000,00 6.362.000,00 81,82 

39 
Bimtek Pengelolaan Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 

25.000.000,00 20.478.450,00 4.521.550,00 81,91 

40 
Bimtek Pengasuhan Anak Sesuai dengan 
Standart Nasional Pengasuhan Anak 
(SNPA) 

25.000.000,00 17.073.300,00 7.926.700,00 68,29 

41 
Peningkatan jejaring kerja sama pelaku 
usaha kesejahteraan sosial masyarakat 

75.800.000,00 48.429.000,00 27.371.000,00 63,89 
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42 
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan 
sosial masyarakat 

250.560.000,00 250.340.000,00 220.000,00 99,91 

43 
Pelestarian nilai-nilai 
keperintisan,kepahlawanan dan 
kejuangan 

304.000.000,00 300.407.300,00 3.592.700,00 98,82 

44 
Peningkatan kualitas kelmebagaan 
kesejahteraan sosial 

43.000.000,00 36.640.000,00 6.360.000,00 85,21 

45 
BOP Tim Koordinasi Bnatuan Pangan 
Non Tunai (BPNT) 

152.800.000,00 135.100.000,00 17.700.000,00 88,42 

46 
Roadshow perlindungan perempuan dan 
anak di lembaga pendidikan 

95.000.000,00 86.759.000,00 8.241.000,00 91,33 

47 
Sosialisasi program pengembangan 
kabupaten layak anak bagi masyarakat 

40.000.000,00 33.446.500,00 6.553.500,00 83,62 

48 
Monitoring dan evaluasi sekolah ramah 
anak dan puskesmas ramah anak 

25.000.000,00 6.270.000,00 18.730.000,00 25,08 

49 Fasilitasi tumbuh kembang anak 25.000.000,00 20.809.000,00 4.191.000,00 83,24 

50 
Pembinaan perlindungan anak dan 
kongres anak 

126.604.000,00 114.100.200,00 12503800 90,12 

51 
Koordinasi dan Fasilitasi 
penyelenggaraan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak 

40.000.000,00 38.620.200,00 1379800 96,55 

52 
Komunikasi informais dan edukasi 
perlindungan perempuan dan anak 

41.000.000,00 36.230.250,00 4769750 88,37 

53 
Sosialisasi dan advokasi kebijakan 
perlindungan tenaga kerja perempuan 

25.000.000,00 24.054.100,00 945.900,00 96,22 

54 
Fasilitasi perempuan korban KDRT dan 
perlindungan anak di Kabupaten 
Nganjuk 

275.000.000,00 219.788.900,00 55.211.100,00 79,92 

55 
Peningkatan peranan wanita menuju 
keluarga sehat dna sejahtera (P2WKSS) 

70.000.000,00 65.577.600,00 4.422.400,00 93,68 

56 
Pelatihan KHA bagi pendamping dan 

konseling korban KTPA 
50.000.000,00 40.051.000,00 9.949.000,00 80,10 

57 
Optimalisasi pelayanan terpadu 
perlindungan perempuan dan anak bagi 
petugas P2TP2A 

15.000.000,00 3.514.000,00 11.486.000,00 23,43 

58 
Kegiatan pembinaan organisasi 
perempuan 

120.000.000,00 96.508.000,00 23.492.000,00 80,42 

59 
Workshop peningkatan peran perempuan 
dalam pengambilan keputusan 

80.000.000,00 76.184.000,00 3.816.000,00 95,23 

60 
Pelatihan usaha ekonomi produktif bagi 
perempuan 

20.000.000,00 13.853.400,00 6.146.600,00 69,27 

61 
Peningkatan kesetaraan dan keadilan 
gender dan perlindungan anak 

230.000.000,00 212.169.900,00 17.830.100,00 92,25 

62 
Sosialisasi kesetaraan dan keadilan 
gender bagi pengurus pondok pesantren  

25.000.000,00 16.893.100,00 8.106.900,00 67,57 

63 Kegiatan TOT pengarusutamaan gender 20.000.000,00 17.658.000,00 2.342.000,00 88,29 
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64 
Sosialisasi peningkatan kemandirian 

remaja dan industri kreatif 
20.000.000,00 16.052.500,00 3.947.500,00 80,26 
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BAB  IV 

 

PENUTUP 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk TA. 2019 

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan 

peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan 

lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian sasaran / target kinerja 

pada RPJMD. 

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 pada 

umumnya telah dapat dilaksanakan. Program kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk disusun dalam rangka 

mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. 

Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. 

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan 

tingkatkan, sementara itu untuk target-target yang belum tercapai perlu 

diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

 

Nganjuk, 27 Februari 2020 
 

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
KABUPATEN NGANJUK 

 

 

 
 

NAFHAN TOHAWI, S.H., M.H 

PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP.  19721208 199803 1 005 
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Lampiran : Tabel Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 
 

No. 

Urusan/Bidang 

Urusan Program/ 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program/ 

Kegiatan 

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 

Lokasi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif 
Sumber 

Dana 
Lokasi 

Target 

Capaian 

Kinerja 

Kebutuhan 

Dana/ Pagu 

Indikatif 

(Rp) (Rp) 

 

Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1 
Penyediaan jasa surat 

menyurat 

Terkendalinya surat 

masuk dan surat 
keluar serta 

terdistribusikannya 

surat menyurat 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

150  Surat/ 
Materai selama 

12 bulan 

1.750.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 2.000.000,00 

2 

Penyediaan jasa 

komunikasi, 
sumberdaya air, dan 

listrik 

Terpenuhi 

kebutuhan telepon, 

air, listrik 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Tercapainya   
kebutuhan 

telepon, air, 

listrik selama 
12 bulan 

124.850.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 150.000.000,00 

3 
Penyediaan jasa 

kebersihan kantor 

Terbayarnya 

petugas kebersihan 
kantor 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
60.000.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

100% 65.000.000,00 

4 
Penyediaan alat tulis 
kantor 

Tersedianya ATK 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 
bulan 

47.183.500,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 75.000.000,00 

5 

Penyediaan barang 

cetakan dan 

penggandaan 

Tersedianya 

kebutuhan barang 
cetakan dan 

penggandaan 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Penyediaan 

barang cetakan 

dan 
penggandaan 

selama 12 

bulan 

20.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 20.000.000,00 
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6 

Penyediaan komponen 

instalasi listrik / 

penerangan bangunan 

kantor 

Penyediaan 

komponen instalasi 

listrik/ penerangan 

bangunan kantor 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

Tercapainya  

Penyediaan 
komponen 

instalasi 

listrik/penerang

an bangunan 
kantor selama 

12 bulan 

14.892.500,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 25.000.000,00 

7 

Penyediaan bahan 

bacaan dan peraturan 

perundang - undangan 

Tersedianya bahan 
bacaan dan 

peraturan 

perundang-

undangan 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

4 macam surat 

kabar/majalah 
selama 12 

bulan 

7.500.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 7.500.000,00 

8 
Penyediaan makanan 

dan minuman 

Tersedianya 

makanan dan 
minuman 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
69.092.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

100% 75.000.000,00 

9 
Rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi ke luar 

daerah 

Rapat koordinasi 
dan konsultasi 

keluar daerah 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
250.065.000,00 

APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Luar Daerah 

Kab.Nganjuk 
100% 200.000.000,00 

10 
Monitoring, evaluasi 
dan pelaporan 

Monitoring, 

evaluasi dan 

pelaporan 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 
bulan 

48.100.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 25.000.000,00 

11 

Pengelolaan 

Pendokumentasian 
Arsip Perangkat 

Daerah 

- - - - - 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

- 12.000.000,00 

  

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1 

Pengadaan 

perlengkapan gedung 
kantor 

Terlaksananya 

pengadaan 

perlengkapan 

kantor 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
55.634.600,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

- - - 
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2 
Pengadaan peralatan 
gedung kantor 

Terlaksanya 

pengadaan 
peralatan gedung 

kantor 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 
bulan 

55.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 20.000.000,00 

3 Pengadaan mebeleur 

terlaksananya 

pengadaan mebelair 
berupa meja kursi, 

kursi kerja, almari 

arsip tinggi, almari 
arsip pendek, filling 

kabinet 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 
bulan 

41.500.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

- - - 

4 

Pemeliharaan 

rutin/berkala gedung 

kantor 

Terlaksananya 

pemeliharaan 
rutin/berkala 

gedung kantor 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 
bulan 

120.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 140.000.000,00 

5 

Pemeliharaan 

rutin/berkala 
kendaraan 

dinas/operasional 

Terpeliharannya 

secara rutin/berkala 
kendaraan 

dinas/operasional 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 
bulan 

213.650.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 220.000.000,00 

6 

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan gedung 
kantor 

Terlaksanyap 
emeliharaan 

rutin/berkala 

perlengkapan 

gedung kantor 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
9.700.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 12.000.000,00 

7 

Pemeliharaan 

rutin/berkala peralatan 
gedung kantor 

Terlaksanya 

pemeliharaan 

rutin/berkala 
peralatan gedung 

kantor 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
17.500.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

- - - 

8 
Pemeliharaan 

rutin/berkala mebeleur 

Terlaksanya 

pemeliharaan 
rutin/berkala 

mebeleur 

 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
12.500.000,00 

APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 15.000.000,00 
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9 

Rehabilitasi 

sedang/berat gedung 

kantor 

Terlaksananya 

rehab gedung BLK 
sosial Cangkringan 

untuk Shelter 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 
bulan 

295.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% - 

10 
Pengadaan kendaraan 

dinas/operasional 
- - - - - 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

- 180.000.000,00 

  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

1 
Penyediaan biaya 

instruktur senam PNS 

Terlaksananya 
senam kesehatan 

jasmani bagi 

karyawan/karyawat

i 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
8800000 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

- - - 

2 
Pengadaan senam 

kesegaran jasmani 
- - - - - 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

100% 10.000.000,00 

3 
Pengadaan pakaian 
khusus hari-hari 

tertentu 

- - - - - 
Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

100% 7.000.000,00 

  

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aaratur 

 

1 

Peningkatan 

kammpuan teknis 

aparatur 
 

- - - - - 
Luar Daerah 

Kab.Nganjuk 
- 50.000.000,00 
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Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

1 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

Terlaksananya 

penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
10.000.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

100% 25.000.000,00 

2 
Penyusunan pelaporan 

keuangan semesteran 

Terlaksananya 
penyusunan 

pelaporan keuangan 

semesteran 

Kab.Nganjuk 
Selama 12 

bulan 
2.500.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 2.500.000,00 

3 
Penyusunan pelaporan 

keuangan akhir tahun 

Terlaksananya 
penyusunan 

pelaporan keuangan 

akhir tahun 

Kab.Nganjuk 
Selama 12 

bulan 
2.500.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 2.500.000,00 

Program Pelayanan dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial 
   

    Program Perlindungan, Jaminan dan 

Rehabilitasi Sosial   
 

    

1 

Biaya operasional 

bantuan sosial bagi 

lansia miskin 

Terlaksananya 
verifikasi/pendataa

n, distribusi, 

monev, dan 

pelaporan 
penyaluran bansos 

lansia 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

2213 lansia 140.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 150.000.000,00 

2 

Pendampingan 

program keluarga 

harapan (PKH) 

Terlaksananya 
evaluasi 

pengentasan 

kemiskinan di 

Kabupaten Nganjuk 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
247.400.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 50.000.000,00 
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3 
Evaluasi pengentasan 
kemiskinan di 

Kabupaten Nganjuk 

Terlaksananya 

evaluasi 
pengentasan 

kemiskinan di 

Kabupaten Nganjuk 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

20 kecamatan 52.700.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 

90% 

50.000.000,00 

4 

Penanganan eks 

psikotik dan penderita 

gangguan jiwa 

Terlaksananya 
penanganan eks 

psikotik dan 

penderita gangguan 
jiwa 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

55 orang 65.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 75.000.000,00 

5 

Pelayanan psikososial 

bagi PMKS di Trauma 
Centre termasuk bagi 

korban bencana 

Tersedianya 

pelayanan sosial 

dan penampungan 
sementara bagi 

penyandang PMKS 

terlantar 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 
bulan 

155.070.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 220.000.000,00 

6 

BOP Tim Reaksi 

Cepat Perlindungan 
Sosial (TRC) 

Terlaksananya 
penanganan PMKS 

dari anak sampai 

lansia, sosialisasi 
TRC serta 

penanganan 

masalah strategi 

tentang tanggap 
cepat darurat dan 

kejadian luar biasa 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
100.000.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

Kab.Nganjuk 90% 110.000.000,00 

7 

BOP Tim koordinasi 

fasilitasi, verifikasi, 
dan evaluasi Basis 

Data Terpadu (BDT) 

Terlaksananya 
fasilitasi, verifikasi, 

dan evaluasi Basis 

Data Terpadu 

(BDT) 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

284 desa/ kel 366.950.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 650.000.000,00 
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8 
BOP Bantuan khsusus 
siswa miskin SMA/ 

SMK/ MA/ MAK 

Terlaksananya 

peningkatan 
pelayanan dan 

kesejahteraan sosial 

masyarakat 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

300 orang 21.750.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

tahun 2020 pindah ke program 
pemberdayaan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat 

9 

Peningkatan kualitas 

pelayanan saran dan 

prasarana rehabilitasi 
kesejahteraan sosial 

bagi keluarga PMKS 

Terpenuhinya 

kebutuhan PMKS 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

2200 keluarga 

PMKS 
409.328.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 390.000.000,00 

10 
Fasilitasi dan 

Pembinaan Lansia 

Terselenggaranya 

sarasehan hari 

lansia, kegiatan 
pembinaan karang 

werdha dan 

fasilitasi lansia 
terlantar 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
65.000.000,00 

APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 70.000.000,00 

11 
Penanganan masalah 
sosial korban bencana 

Teratasinya 

Kebutuhan Pangan 

bagi keluarga 
penerima manfaat 

akibat bencana 

alam maupun sosial 

Kab.Nganjuk 1000 paket 258.900.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 360.000.000,00 

12 

Monev kegiatan 

perlindungan jaminan 

sosial 

- - - - - Kab.Nganjuk - 25.000.000,00 

13 

Sosialisasi 

pembentukan dan 

fasilitasi KOMDA 
lansia 

- - - - - Kab.Nganjuk - 35.000.000,00 

14 
Pelatihan ketrampilan 

bagi anjal 
- - - - - Kab.Nganjuk - 35.000.000,00 
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15 
Pembinaan dan 
fasilitasi orang dengan 

kebutuhan khusus 

- - - - - Kab.Nganjuk - 80.000.000,00 

  

Program Pembinaan 

Anak Terlantar dan 

Anjal 

    
 

          

     
          

1 

Pelatihan Ketrampilan 

dan praktek belajar 

bagi anak terlantar 

Terlaksananya 
pelatihan 

Ketrampilan dan 

Praktek belajar bagi 

anak terlantar 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

60 orang 42.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

- - - 

2 
Pelatihan ketrampilan 

bagi anak jalanan 

Terlaksananya 

Pelatihan 

Ketramppilan dan 
praktek belajar bagi 

anak nakal 

termasuk anak 

jalanan 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

60 orang 42.000.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

tahun 2020 pindah ke program 
Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi 

Sosial 

  

Program Pembinaan 

Para Penyandang 

cacat dan trauma 

  
   

    
      

  
   

    
      

1 

Pendidikan dan 
pelatihan bagi 

penyandang cacat dan 

Eks trauma 

Terlaksananya dan 
pelatihan bagi 

penyandang cacat 

dan trauma 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

60 orang 42.000.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

- - - 

  

Program Pembinaan 

Panti Asuhan dan 

Panti Jompo 
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1 

Pembinaan dan 

fasilitasi orang dengan 
berkebutuhan khusus 

Terlaksananya 

Fasilitasi dan 
pembinaan bagi 

penyandang 

cacat,orang 

terlantar dan Jompo 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

20 orang 35.000.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

tahun 2020 pindah ke program 

Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi 
Sosial 

2 

Bimtek Pengelolaan 

Lembaga 

Kesejahteraan Sosial 
Anak (LKSA) 

Terlaksananya 

Bimtek Lembaga 

Kesejahteraan 
sosial anak (LKSA) 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

35 orang 25.000.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

- - - 

3 

Bimtek Pengasuhan 
Anak Sesuai dengan 

Standart Nasional 

Pengasuhan Anak 
(SNPA) 

Terlaksananya 

Bimtek Pengasuhan 

anak sesuai dengan 
standar nasional 

pengasuhan anak 

(SNPA) 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

25 orang 25.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

- - - 

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  

1 

Peningkatan jejaring 
kerja sama pelaku 

usaha kesejahteraan 

sosial masyarakat 

Terlaksananya 

Peningkatan 

jejaring kerjasama 
pelau-pelaku usaha 

kesejahteraan sosial 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

150 orang 758.000.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

Kab.Nganjuk, 
Kec.Bagor, 

Kec.Kertoson

o 

100% 

65.000.000,00 

2 
Peningkatan kualitas 
SDM kesejahteraan 

sosial masyarakat 

Terlakasananya  

peningkatan 
kualitas SDM 

kesejahteraan sosial 

masyarakat(PSM,T
KSK,dan 

Pemberdayaan 

Karang Taruna) 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

Selama 12 

bulan 
250.560.000,00 

APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 

250.560.000,00 
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3 

Pelestarian nilai-nilai 

keperintisan,kepahlaw

anan dan kejuangan 

Terlaksananya dan 

Terwujudnya 
penghormatan 

kepada perintis 

kemerdekaan,pejua

ng,LVRI,DHC 45 
serta pilar-pilar  

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

4 kegiatan 304.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 

500.000.000,00 

4 
Peningkatan kualitas 
kelmebagaan 

kesejahteraan sosial 

Terlaksananya 

peningkatan 
kualitas 

kelembagaan 

kesejahteraan sosial 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

1 lembaga 43.000.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 

50.000.000,00 

5 

BOP Tim Koordinasi 

Bnatuan Pangan Non 
Tunai (BPNT) 

Terlaksananya 
pendampingan bagi 

korban binaan 

WCC 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

9 kali 152.800.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 

12.000.000,00 

  
BOP Bantuan Khusus 

Siswa Miskin 
- - - - - 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

- 

20.000.000,00 

  

Program Keserasian 

Kebijakan 

Peningkatan Kualitas 

Anak dan 

Perempuan 

  
   

    
Program perlindungan 

perempuan dan anak 
  

  
   

    
  

1 

Roadshow 
perlindungan 

perempuan dan anak di 

lembaga pendidikan 

Jumlah sosialisasi 

PUHA dalam 1 
Tahun 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

9 kali 950.000.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

Kab.Nganjuk 

  100.000.000,00 
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2 

Sosialisasi program 
pengembangan 

kabupaten layak anak 

bagi masyarakat 

Terlaksananya 

Sosialisasi program 
pengembangan 

kabupaten lauak 

anak bagi 

masyarakat 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

130 orang 40.000.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

Kab.Nganjuk 

  40.000.000,00 

3 

Monitoring dan 
evaluasi sekolah ramah 

anak dan puskesmas 

ramah anak 

Terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi sekolah 

dan puskesmas 
ramah anak 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

20 sekolah 25.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Sekolah dan 

Puskesmas di 

Kab. Nganjuk 

  15.000.000,00 

4 
Fasilitasi tumbuh 

kembang anak 

Terlaksananya 
fasfasilitasi tumbuh 

kembang anak 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

175 anak 25.000.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 

  25.000.000,00 

  

Program Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender 

     
    

Program perlindungan 

perempuan dan anak 

  

  
   

    
  

1 
Pembinaan 
perlindungan anak dan 

kongres anak 

Jumlah pertemuan 

pengurus forum 
anak ,gugus tugas 

KLA dan temu 

anak 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

16 kali 126.604.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 

  170.000.000,00 

2 

Koordinasi dan 

Fasilitasi 

penyelenggaraan 
pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

Terlaksananya 

rapat Koordinasi 

dan fasilitasi 
pemberdayaan 

perempuan dan 

anak 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

selama 12 
bulan 

40.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 

  80.000.000,00 
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3 

Komunikasi informasi 

dan edukasi 
perlindungan 

perempuan dan anak 

Terlaksananya 

Komunikasi 
informasi dan 

edukasi 

perlindungan 

perempuan dan 
anak 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

3 jenis 41.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 

  50.000.000,00 

  

Program 

Peningkatan Kualitas 

Hidup dan 

Perlindungan 

Perempuan 

     
          

  

  
 

    

      

1 

Sosialisasi dan 

advokasi kebijakan 

perlindungan tenaga 
kerja perempuan 

Terlaksananya 

sosialisasi 
perlindungan 

tenaga kerja 

perempuan 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

150 orang 25.000.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

- - - 

2 

Fasilitasi perempuan 

korban KDRT dan 
perlindungan anak di 

Kabupaten Nganjuk 

jumlah 

pendampingan dan 
advokasi korban 

tindak kekerasan 

terhadap 
perempuan dan 

anak 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

100 kasus 275.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 300.000.000,00 

3 

Peningkatan peranan 

wanita menuju 
keluarga sehat dna 

sejahtera (P2WKSS) 

Terlaksananya  

sosialisasi dan 
pelatihan 

ketrampilan 

,pembinaan terpadu 
serta evaluasi di 

Desa Binaan 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

2 kali 70.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

tahun 2020 pindah ke program kesetaraan 
gender dan peran aktif masyarakat 
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Program perlindungan 
perempuan dan anak 

  

4 

Pelatihan KHA bagi 

pendamping dan 
konseling korban 

KTPA 

Terlaksananya 
Pelatihan KHA 

bagi pendamping 

dan konseling 
korban KTPA 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

40 orang 50.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 80.000.000,00 

5 

Optimalisasi 

pelayanan terpadu 

perlindungan 
perempuan dan anak 

bagi petugas P2TP2A 

Terwujudnya 
Optimalisasi 

pelayanan terpadu 

perlidungan 

perempuan dan 
anak 

Dinas Sosial, 

PPPA 
Kab.Nganjuk  

5 kegiatan 15.000.000,00 

APBD 

Kab. 
Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 25.000.000,00 

  

Fasilitasi dan 

Optimalisasi Pusat 

Pembelajaran 
Keluarga (PUSPAGA) 

dalam pengasuhan 

alternatif hak anak 

- - - - - Kab.Nganjuk - 50.000.000,00 

  

Pelatihan 
Pengarusutamaan Hak 

Anak (PUHA) bagi 

ASN dan lembaga 

peduli anak 

- - - - - Kab.Nganjuk - 35.000.000,00 

  

Workshop pemenuhan 

hak anak dan 

peringatan hak anak 
nasional 

 

 

- - - - - Kab.Nganjuk - 40.000.000,00 
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Program 

Peningkatan Peran 

Serta dan Kesetaraan 

Gender dalam 

Pembangunan 

     
          

  

  
 

    

      

1 
Pembinaan organisasi 
perempuan 

Terlaksananya 
pembinaan 

organisasi 

perempuan dalam 
pembangunan 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

300 orang 120.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 200.667.500,00 

2 

Workshop peningkatan 

peran perempuan 

dalam pengambilan 
keputusan 

Terlaksananya 

Workshop bagi 

organisasi 
perempuan  

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

200 orang 80.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 65.000.000,00 

3 
Pelatihan usaha 
ekonomi produktif 

bagi perempuan 

Terlaksananya 

pelatihan usaha 

ekonomi produktif 
perempuan 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

25 orang 20.000.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

- - - 

4 

Peningkatan 

kesetaraan dan 

keadilan gender dan 
perlindungan anak 

Terlaksananya 

pelaksanaan 

sosialisasi ,pokja 

PUG,Tim Fokal 
Point bagi OPD dan 

Masyarakat 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

447 orang 230.000.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 170.000.000,00 

5 

Sosialisasi kesetaraan 

dan keadilan gender 

bagi pengurus pondok 
pesantren 

terlaksananya 
sosiialisasi KKG di 

Pondok Pesantren 

Dinas Sosial, 
PPPA 

Kab.Nganjuk  

80 orang 25.000.000,00 
APBD 
Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 62.500.000,00 

6 
TOT pengarusutamaan 
gender 

Terlaksananya 

Training Of Triner 
(TOT)bagi tim 

focal point OPD 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

20 orang 20.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

Kab.Nganjuk 100% 

45.000.000,00 
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7 

Sosialisasi 

peningkatan 
kemandirian remaja 

dan industri kreatif 

Terlaksananya 

pelatihan industri 

kreatif bagi remaja 

Dinas Sosial, 

PPPA 

Kab.Nganjuk  

25 orang 20.000.000,00 

APBD 

Kab. 

Nganjuk 

- - - 

  

Koordinasi dan 

Fasilitasi 
penyelenggaraan 

pemberdayaan 

perempuan danperan 
aktif masyarakat 

- - - - - Kab.Nganjuk 100% 65.000.000,00 

  

Pelatihan peningkatan 

kmandirian perempuan 
dalam industri kreatif 

- - - - - Kab.Nganjuk 100% 40.000.000,00 

  

Pembuatan profil 
gender 

- - - - - Kab.Nganjuk 100% 40.000.000,00 

  

Raperda percepatan 

PUG dalam 

pembangunan  

- - - - - Kab.Nganjuk 100% 40.000.000,00 

  

Pendayagunaan peran 

perempuan di bidang 
politik 

- - - - - Kab.Nganjuk 100% 42.000.000,00 

  

Workshop peningkatan 
peran perempuan bagi 

ormas dan perguruan 

tinggi 

- - - - - Kab.Nganjuk 100% 13.500.000,00 
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Pelatihan 

kewirausahaan bagi 

kepla keluarga 
perempuan (PEKA) 

- - - - - Kab.Nganjuk 100% 35.000.000,00 

  

Optimalisasi PUSPA 

(Partisipasi Publik 
untuk Kesejahteraan 

Perempuan dan Anak) 

dalam Pemberdayaan 
Perempuan 

- - - - - Kab.Nganjuk 100% 30.000.000,00 

  Pembinaan 

Lingkungan Sosial 

(DBHCHT) 

    
      

    
  

      

      

    

  

  

Pembinaan dan 
pelatihan ketrampilan 

kerja bagi tenaga kerja 

dan masyarakat 
(pendidikan dan 

pelatihan Penyandang 

Cacat dan Eks 

Trauma) (DBHCHT) 

- - - - - Kab.Nganjuk 100% 400.000.000,00 

 

Catatan : 

1. Warna orange adalah kegiatan baru di tahun 2020 

2. Warna hijau adalah keterangan bahwa kegiatan tersebut sudah berpindah program 


